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ABSTRAKSI 

ASPEK HUKUM TERllADAPTINDAK PIDANA PERBANKAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 DIKAJTKAN 

DENGAN PASAL 374 KJTAB UNDANG-UNDANG HUKUM PJDANA 
(Studi Kuus Pokla Sumatera Utara) 

OLEH 
JUNJUNGAN llARAHAP 

NIM : 04 840 0092 
BlDANG HUKUM PIDANA 

Pembahasan skripsi ini adalah k:ntang kejahatan pcrbankan yang dianaJjsir 
dan dtlcaitlcan dengan tiodak pidana penggelapan yang diperberat sebagaimana 
diahu dalam Pasal 374 KUH Pidana. Pembahasan tersebut akan mengrunbil studi 
pada Polda Sumatera Utara. 

Sedangkan pennasalahan yang diajukan adalah apakah yang menjadi 
modus operandi tiodak pidana pcnggelapan Pasal 374 KUHP dalain operasionaJ 
Perbankan serta Apak.ah yang menjadi kendala-kendala yang timbul dalam 
penyidikan tindak pidana perbankan dikaitkan dengan tindak pidana Pasal 374 

KUHP. 
Untuk membahas perrnasalahan tersebut diajukan penel itian secara 

kepustakaan dan penelitian lapangan pada Polda Swnut. 
Dari basil penelitian mak.a diketahui modus operandi yang biasa dilak:ukan 

olcb para pclalru daJam mclakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan atau 
penggelapan.. penyalahgunaan dalam hubungannya dengan perbankan seperti 
penyalahgunaan dana BLBI, melakukan kejahatan dalam beotuk korpo�, dan 
juga modus operandi tindak pidana lrorupsi dalam bidang illegal logging. Modus 

opmmdi liodak pidana penggelapan lainnya adalah perbualao suap-mcnyuap yang 
meropak.an perbuatan discbabkan jabatannya_ Upaya yang diJakuk.an pemerintah 
dalam rangka pemberantasan tindak pidana penggelapan di bidang perbaokao 
adalah mencmpa•kan undang-undang baro sebagai landasan fonnal bagi 
peneg.akan pemberanwan tindakan pidana korupsi, juga dengan membeotuk 
beberapa Jembaga tcrkait seperti Komisi Pemberantasao Korupsi (KPK), Tim 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (fipikor), dan juga mclakulcan kcrjasama 

dengan bebempa LSM yang bcrgerak di bidang pemberantasan korupsi. Se\ain 
juga pemerintah mengupayakan efektifuya undang-undang pencucian uang dalam 
hal mengakomodasi larinya uang basil korupsi daJam sektor pet'bankan melalui 
prinsip mengenal nasabah. 

Meoyadari aocaman tindak pidana peoggelapan clan korupsi sebagai 
kejabatoo serius yang dapat mcngganggu subilitas sistcm keuangan dan sisti:m 
perekonomian sena berdampalc luas pada kehidupan masyarakat dan baogsa, 
maka upaya pencegahao dan pemberantasan barus dilakukan melalui langkah­
langkah konseptual, sporadis, clan menyenruh, baik itu melalui kerjMama yang 
baik antara penyidik kcpolisian dengan pihak kejaksaan dan juga pengadilan agar 
proses pcmeriltsaan pctbra korupsi dapat segera diselcsaikan. 
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BABI 

P E NDAHULUAN 

Bank memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi bagi masyarakat 

dan negara. Peranannya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalnrkannya kembali dalam bcntuk: kredit kepada masyarakat. Pemlapatan 

bank yang diperoleh dari pemberian kredit disebut dengan bunga kredit (interest 

income). Aktivitas pemberian kredit bank-bank boleh dikatakan merupakan 

sumber pendapatan terpenting dari Bank. Akan tetapi. jik:a diamati lebih ja� 

fungsi bank di luar negeri sudah mulai berkcmbang, dim.an.a andalan utama bagi 

pendapatannya tidak semata-mata lagi dari in1e1rest income, melainkan juga 

dalam berupafee based income atau disebut dengan Mn interest income (kegiatan 

lain di luar bunga bank). 

Melihat sifat ekonomi dari bank tersebut. maka nyata sekali bahwa bank 

memiliki strategi penting bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bank menjadi 

pilar ekonomi perdagangan. tet.api sekaligus juga sebagai jantung bagi kehidupan 

ekonomi suatu bangsa. Oleh karena, sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik, 

biJa meogandalkan bank sebagai lembaga k:euangan yang mengatur sistem urat 

nadi dalam tuboh ekonomi itu sendiri. Oleh karenanya, semua negara di dunia di 

dalam memajukan perekonomiannya senantiasa memelihara perbankannya 

dengan baik, menyehatkan fungsi dan peranannya secara sungguh-sungguh dan 

menjaga agar jangan sampai timbul penyakit yang merupakan pangkal tolak 

rusaknya ekonomi suatu negara. 
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Tetapi pengalarnan menunjulckan bahwa dunia perbankan lebih khusus di 

negara ini tidak luput dari pennasalaban. Yang disebut pennasalaban ialah 

perbuatan-perbuatan ilegalisasi di rubuh bank itu dan ihllah yang disebut dengan 

kejahatao perbankan, sehingga bank itu menjadi terganggu fungsi dan peranannya. 

Masalahnya pelaku kejahatan itu dikategorikan, selain berasal dari dalam 

lingkungan perbankan itu seodiri, juga berasaJ dari luar perbankan. 

Salah satu bentuk kejahatao perbankan itu sendiri adalah dalam bentuk 

penggelapan diperl>ei:aL Peoggelapan diperberat diatur dalam Pasal 374 KUH 

Pidana yang berbunyi "Penggelapao yang dilaku.kan oleb orang yang 

penguasannya terhadap beoda disebabkan karena ada hubungan kerja atau kareoa 

suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diaocam dengan pidana 

penjara paling lama 5 tahun". 

Peoggelapan diperberat dalam kaitaonya dengan kejahatao perbankan 

adalah kejahatao-kejahatao yang dilalcukan oleb pejabat atau pekerja perbankan 

iru sendiri Misalnya pejabat perbankan atau pekerja perbankan itu menerbitkan 

No. rekening palsu bagi oasabahnya, sehingga setoran tabuogan dari nasabah 

tersebut tidak dimasukkan ke kas bank tetapi masulc kc kantong pejabat atau 

pekerja perbankan tersebut. Tmdalcao penggelapao dipcrberat ini tidaklah dapat 

dilakukan seorang pelaku tindak pidana apabila ia tidak termasuk dalam golongan 

yang memili.ki kewenangao meogelola suatu bidang pekerjaan tertentu dan dalam 

io!.1ansi tertenru. 

Selain merugikan pihak bank, maka kcjahatan perbanlcao yang ditelaah 

dari isi Pasal 374 KUHPidana juga merupakan oasabah perbankan itu sendiri, 
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